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ABSTRAK 

ANALISIS PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC 

TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) DALAM UPAYA MENGURANGI 

PELANGGARAN LALU LINTAS 

(Studi di Polresta Bandar Lampung) 

 

Oleh 

AGUNG SURYADI SIMBOLON 

 

Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah 

digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi agar seluruh proses 

tilang semakin efisien dan semakin efektif. Penilangan umumnya dilakukan oleh 

Polisi dengan langsung memberhentikan pengendara, namun seiring 

perkembangan teknologi dan informasi kini tilang telah menggunakan sistem 

elektronik yang saat ini dikenal dengan tilang elektronik. Pada Kota Bandar 

Lampung telah diterapkan tilang elektronik sejak Selasa, 23 Maret 2021. 

Permasalahan yang diangkat menjadi topik penelitian ini adalah bagaimana proses 

dan prosedur pelaksanaan tilang elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran 

lalu lintas di Bandar Lampung dan apakah yang menjadi kendala dalam penerapan 

tilang elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar 

Lampung.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber datanya yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dan 

studi lapangan. Data kemudian diolah dan pengolahannya meliputi seleksi data 

hingga klasisfikasi dan sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara 

kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses penerapan tilang elektronik diawali 

dari proses penangkapan pelanggar oleh kamera tilang, proses validasi oleh pihak 

Satlantas Polresta Bandar Lampung, proses konfirmasi melalui pengiriman surat 

konfirmasi kepada pemilik kendaraan, dan terakhir setelah terkonfirmasi maka 

kepolisian akan melakukan proses penilangan. Kendala pada penerapan tilang 

elektronik di Bandar Lampung adalah dari faktor sarana dan fasilitas yaitu jumlah 

titik penerapan dan kualitas alat serta sistem yang masih minim, juga faktor 

substansi hukum yang hanya masih mengatur terkait kedudukan hukum dari alat 

perekam saja. Faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat juga menjadi 

kendala  karena  aparat penegak  hukum  masih  kurang dalam memberi sosialisasi  
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dan masyarakat juga masih banyak yang menjual/membeli kendaraan tanpa 

disertai perpindahan kepemilikan yang sah. 

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pihak kepolisian tetap berjaga secara 

manual di titik-titik rawan pelanggaran walaupun telah dipasang kamera tilang 

elektronik dan kamera pengawas. Kemudian untuk menanggulangi kendala-

kendala dalam penerapan tilang elektronik di Bandar Lampung dapat 

ditanggulangi dengan memperbanyakan kamera tilang elektronik, meningkatkan 

kualitas alat dan sistem tilang elektronik, pematangan sosialisasi kepada 

masyarakat sekaligus pembuatan papan pemberitahuan penerapan tilang 

elektronik dititik-titik penerapan tilang elektronik di Bandar Lampung. 

Kata Kunci : Tilang Elektronik, ETLE, Pelanggaran Lalu Lintas, Satlantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT 

IMPLEMENTATION IN EFFORT TO REDUCE TRAFFIC VIOLATIONS 

(Bandar Lampung City Resort Police Research) 

 

By 

AGUNG SURYADI SIMBOLON 

 

Electronic ticketing, also known as Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), 

is the digitization of the ticketing process through the use of technology to 

improve the efficiency and effectiveness of the entire ticketing process. Fines are 

usually imposed by the police by halting automobiles immediately, but with the 

advancement of technology and information, ticketing has shifted to an electronic 

system known as an electronic ticket. Since Tuesday, March 23, 2021, an 

electronic ticket has been in use in the city of Bandar Lampung. The problem that 

was highlighted as the subject of this study is how to implement an electronic 

ticket in order to minimize traffic infractions in Bandar Lampung, as well as what 

are the hurdles to adopting an electronic ticket in order to decrease traffic 

violations in Bandar Lampung. 

The data sources in this study include primary data sources and secondary data 

sources, and the approach employed in this study is normative juridical and 

empirical juridical. Data was gathered through field studies and library research. 

The data is subsequently processed, which involves anything from data selection 

to classification and systematization, before being qualitatively examined to arrive 

at a study result. 

According to the study's findings, the process of obtaining an electronic ticket 

begins with the use of a ticket camera to catch violators, followed by the 

validation process by the Bandar Lampung Police Traffic Unit, the confirmation 

process by sending a confirmation letter to the vehicle owner, and finally the 

ticketing process by the police. The facilities and facilities, namely the number of 

application points and the quality of the tools and systems, which are still 

minimal, as well as the legal substance factor, which only regulates the legal 

status of the recording device, are constraints on the application of electronic 

ticketing  in  Bandar  Lampung. The  lack  of  socialization  and  provided  by  law  
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enforcement personnel and the fact that many people still sell and buy vehicles 

without a legal transfer of ownership are both obstacles. 

Even if computerized ticketing cameras and surveillance cameras have been 

deployed, the study suggests that the police should still be on the lookout 

manually at points prone to violations. The obstacles to the use of electronic 

tickets in Bandar Lampung can be overcome by increasing the number of 

electronic ticketing cameras, improving the quality of electronic ticketing tools 

and systems, maturing public socialization, and putting up notification boards for 

the use of electronic tickets (Electronic Traffic Law Enforcement) at application 

points. In Bandar Lampung, electronic tickets are available. 

Keywords: Electronic ticket, ETLE, Traffic Violation, Traffic Police. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terus berbenah dalam menghadapi 

dan mengikuti perkembangan teknologi. Disisi lain Indonesia juga merupakan 

negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan memberikan hak yang sama 

kepada semua warga negaranya dalam kedudukan di depan hukum seperti yang 

sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 

Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Hukum harus 

dilaksanakan dan ditegakkan (fiat justitia et pereat mundus) yang berarti 

meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan.  

Perkembangan teknologi yang dimaksudkan dalam hal ini bertujuan agar 

Indonesia tetap bisa beradaptasi dengan perkembangan serta tidak tertinggal dari 

negara-negara lainnya. Tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum, 

Indonesia saat ini sedang mempersiapkan beberapa pemanfaatan teknologi 

dibidang penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum yang dikembangkan 

dengan basis teknologi ahir-ahir ini adalah dalam lingkup penegakan hukum Lalu 

Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Pemanfaatan teknologi ini diluncurkan guna 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum dibidang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan (LLAJ). 
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Pembangunan infrastruktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dewasa ini 

memang tengah ditingkatkan dan dibenahi oleh pemerintah Indonesia, terutama 

di beberapa daerah yang selama ini dipantau memiliki peranan penting dalam 

menunjang aktifitas perekonomian masyarakat. Berkembanganya ekonomi 

masyarakat menjadikan penggunaan alat transportasi juga berkembang dan 

menjadi kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Namun 

pada sisi lain meningkatnya intensitas kegiatan masyarakat di jalan raya juga 

melahirkan berbagai permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban 

dan kelancaran lalu lintas (KAMSELTIBCAR). 

Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 

(KAMSELTIBCAR) berlalu lintas merupakan tujuan akhir (final goal) yang akan 

dicapai. Tujuan akhir ini diharapkan akan berdampak pada beberapa hal yaitu : 

1. Mendorong perekonomian nasional.  

Terciptanya KAMSELTIBCAR lalu lintas diharapkan agar arus 

pengangkutan dan distribusi barang atau produk industri berlangsung 

dengan aman, selamat, tertib, dan lancer sehingga aktivitas perekonomian 

baik di lokasi proses produksi dilakukan maupun di lokasi perdagangan 

produksi terus berkembang; 

2. Memajukan kesejahteraan umum atau masyarakat baik secara material 

maupun immaterial.  

Secara material, kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan 

pokok terutama sandang, papan, dan pangan. Pemenuhan kebutuhan 

pokok dapat diupayakan jika barang kebutuhan pokok dalam jumlah 

yang cukup dapat terdistribusi dan sampai ke tangan masyarakat. Secara 
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immaterial, kesejahteraan berupa perasaan aman dan selamat khususnya 

selama berlalu lintas. Masyarakat tidak dihadapkan pada situasi lalu 

lintas yang diwarnai dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka 

parah atau meninggal dunia.   

3. Memperkukuh ikatan persatuan bangsa. 

Hal ini menjelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan yang 

berlangsung dengan KAMSELTIBCAR akan berpengaruh pada tingkat 

mobilitas penduduk antar wilayah semakin tinggi. Mobilitas yang tinggi 

akan menciptakan interaksi sosial antar etnis atau kelompok masyarakat 

yang berasal dari wilayah yang berbeda akan berlangsung dengan baik. 

Kondisi sosial demikian tentu secara potensial akan membangun ikatan 

sosial sebagai satu bangsa yang semakin kuat.
1
 

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat 

Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keadaan geografis 

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari 

sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan 

dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah 

Indonesia.
2 Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal 

yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang 

bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan 

                                                           
1
 Nurhasan Ismail, Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam 

meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas, Jurnal Ilmu Hukum, Traffic Accident Research 

CentreJournal of Indonesia Road Safety - Vol. 1, No. 1, April 2018 
2
 Abdulkadir Muhammad, 1998, “Hukum Pengangkutan Niaga”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hal.7 
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industri nasional dan menciptakan sertamemelihara tingkat kesempatan kerja bagi 

masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat 

non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, sertameningkatkan 

pertahanan dan keamanan nasional.
3
 

Sistem transportasi juga merupakan suatu hal yang penting bagi suatu kota, 

terutama kota besar yang dimana penduduknya memiliki tingkat aktivitas yang 

tinggi. Dikatakan demikian karena sistem transportasi merupakan hal yang krusial 

dalam menentukan laju pertumbuhan suatu kota. Pergerakan aktivitas ekonomi 

dan penduduk yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem 

transportasi.  

Perlu diketahui juga bahwa dengan meningkatnya penggunaan alat transportasi 

juga berdampak pada meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Kelalaian berupa 

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali 

menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kecelakaan lalu 

lintas disebabkan karena faktor manusia sebagai pengguna jalan sering tidak patuh 

terhadap peraturan lalu lintas. Namun tidak hanya bersumber dari pengguna jalan 

lintas (manusia), juga ditemukan penyebab di luar faktor dari manusia itu sendiri 

seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.
4
 

Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh 

pengguna jalan tersebut yang akhirnya mengakibatkan angka kecelakaan lalu 

lintas semakin meningkat. Implikasi dari permasalahan itu antara lain menyangkut 

                                                           
3
 Abbas Salim, 2006, “Manajemen Transportasi, Raja Grafindo”, Jakarta, hal. 2 

4
 Prasasti AP, 2013,“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di 

Kabupaten Klaten, http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4996, 



5 
 

 

pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidak teraturan pengguna 

jalan, dan bahkan kemacetan lalu lintas di jalan. 

Dalam hal keamanan dan ketertiban, seperti yang sudah kita ketahui bahwa 

penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan 

dan Ketertiban Negara salah satunya ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(POLRI). Selaku alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 

memiliki tugas pokok seperti yang tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu 

sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
5
 

Pada tingkat kabupaten/kota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 

membentuk unit yaitu Polres. Di setiap Polres juga dibentuk unsur pelaksana yang 

membidangi Lalu Lintas yaitu Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Satuan Lalu Lintas 

(Satlantas) bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di 

bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional 

yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat 

dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan 

bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang 

lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,
6
 

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan 

kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

                                                           
5
 Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

6
 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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Lalu lintas merupakan gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7
 

Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah 

kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. 

Sedangkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah satu kesatuan sistem 

yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, 

serta pengelolaannya.
8
 

Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan secara 

bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholder). Pembagian kewenangan 

pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina 

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terlihat lebih jelas dan transparan 

sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dapat 

terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat 

dipertanggungjawabkan.
9
 

Tidak hanya memperkokoh tugas pembinaan dari instansi terkait, setiap 

pengendara kendaraan bermotor juga wajib menjaga ketertiban dan mematuhi 

rambu-rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan si 

pengemudi kendaraan bermotor sendiri dan melindungi hak-hak  orang lain yang 

berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, faktanya 

masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan bermotor yang  tidak 

mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya dan mengabaikan ketertiban 

                                                           
7
 Ibid 

8
 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 
9
 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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berkendara. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud seperti tidak menggunakan 

helm berstandar nasional (SNI), tidak memiliki SIM dan STNK, menerobos 

lampu merah, membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan dan masih 

banyak lagi. 

Dengan fakta yang demikian secara tidak langsung Kepolisian juga dibebankan 

tanggung jawabnya terhadap keselamatan pengendara kendaraan bermotor.
10

 

Dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sudah 

mengatur secara tegas Standar Operasional Prosedur (SOP) penindakan terhadap 

pelanggaran lalu lintas. Bagi pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi berupa 

tilang. Bukti pelanggaran atau tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi 

kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu 

menangani permasalahan berlalu lintas.
11

 

Penilangan umunya dilakukan secara langsung oleh Polisi dengan langsung 

memberhentikan pengendara. Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib 

menyapa dengan sopan dan menunjukan jati diri dengan jelas. Polisi harus 

menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal 

berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh 

pelanggar. Pelanggar juga dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih 

untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di Polsek tempat 

kejadian, atau bahkan menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang 

pengadilan serta menerima slip merah. Pengadilan kemudian yang akan 

                                                           
10

 Ibid 
11

 Andi Hamzah, “Pelanggaran Lalu Lintas”, Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 

hlm. 23 
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memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak dengan mendengarkan 

keterangan-keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan 

di pengadilan setempat. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kini tilang telah 

menggunakan sistem elektronik yang saat ini telah dikenal dengan sistem tilang 

elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Melalui hal ini 

diharapkan seluruh proses tilang akan berjalan lebih efektif dan efisien dari tilang 

umum yang biasa dilakukan sebelumnya. Sistem terbaru ini juga akan membantu 

pihak kepolisian dalam pengerjaan dan manajemen administrasi. Tilang elektronik 

atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang dimaksudkan dalam hal ini 

akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang. 

Sedangkan dalam sistem ini pengendara yang melanggar akan dicatat melalui 

aplikasi yang dimiliki personil kepolisian tanpa mendapat blanko/surat tilang. 

Penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) 

sendiri dimulai pada tanggal 6 Desember 2017 lalu. Dasar hukum dari Tilang 

elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini sendiri adalah 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(LLAJ) dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(LLAJ) pasal 272 ayat (1) dan (2), merumuskan : 
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(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. 

 

(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. 

 

Peralatan Elektronik yang dimaksudkan adalah alat yang digunakan sebagai 

perekam suatu kejadian untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dengan cara 

di rekam yang kemudian disimpan. Kemudian lebih lanjut diatur juga dalam Pasal 

23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :  

a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; 

b. Laporan; dan/atau 

c. Rekaman peralatan elektronik. 

Secara terpisah, Mahkamah Agung juga ikut menerbitkan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 

Pelanggaran Lalu Lintas. Pasal 1 ayat (2) Perma 12 Tahun 2016 dirumuskan : 

“Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses 

peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara 

terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan 

teknologi”. 

 

Target pelanggaran yang akan dibidik oleh Tilang elektronik atau Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah : 

1. Pengendara yang tidak menggunakan helm. 
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2. Pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara. 

3. Pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. 

4. Pengendara yang tidak memakai sabuk keselamatan. 

5. Pengendara yang menggunakan Pelat Nomor palsu. 

6. Pengendara yang melawan arus/arah. 

Pelanggar lalu lintas cukup mengunduh aplikasi E-tilang yang tersedia di Google 

Playstore dan membayar denda tilang melalui M-banking atau E-banking, atau 

bisa juga bayar ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Polantas memasukkan data 

pelanggaran ke dalam aplikasi E-tilang sehingga pelanggar mendapatkan nomor 

registrasi tilang.
12

  

Dalam pembayaran tilang seluruh petugas lalu lintas telah dilengkapi aplikasi 

Elang (Elektronik Tilang) yang terpasang di ponsel pintar milik mereka. Aplikasi 

ini terhubung dengan sistem yang dibuat oleh bank Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

Ketika petugas melakukan penilangan, mereka harus memasukan data pelanggar 

dan jenis pelanggaran yang dilakukan masyarakat ke dalam aplikasi tersebut. 

Kemudian data itu akan langsung terhubung dengan bank Bank Rakyat Indonesia 

(BRI). Terkait dengan besaran tilang yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang 

melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang 

lalu lintas. 

Bandar Lampung sendiri merupakan sebuah kota yang merupakan Ibu kota dari 

Provinsi Lampung dan sudah menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement 

(ETLE) atau tilang elektronik. Pemberlakuan tersebut dimulai pada Selasa, 23 

                                                           
12

http://m.hukumonline.com/berita/baca/ite580efd71915a7/kini--ada-aplikasi-e-tilanguntuk 

berantas-pungli-oknum-polantas. Diakses pada tanggal 21 April 2021. Pada jam 17.32 wib 

http://m.hukumonline.com/berita/baca/ite580efd71915a7/kini--ada-aplikasi-e-tilanguntuk
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Maret 2021 bersamaan dengan pemberlakuan secara serentak dengan 11 Polda 

lainnnya di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Polda Lampung menyebar lima 

kamera ETLE dan sepuluh kamera pemantau di sejumlah titik.  

Berikut adalah lima titik lokasi tilang elektronik di Bandar Lampung, diantaranya: 

1. Perempatan Jalan Sultan Agung - Jalan Ki Maja, Way Halim.  

2. Perempatan Jalan Cut Nyak Dien -  Jalan Tamin, Tanjung Karang Pusat. 

3. Jalan Pattimura. Kamera berada di lampu lalu lintas RM Begadang Resto. 

4. Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton dengan penempatan kamera pada jembatan 

penyeberangan orang (JPO) Universitas Bandar Lampung (UBL). 

5. Jalan Kartini, Tanjung Karang, dengan penempatan di JPO RM Garuda. 

Untuk sepuluh titik kamera pemantau, diantaranya :  

1. Jalan Imam Bonjol (Playover Kemiling). 

2. Jalan Z.A. Pagar Alam (Tugu Raden Intan). 

3. Jalan Riyacudu (simpang Airan) 

4. Jalan R.E. Martadinata (Simpang Suka Maju) 

5. Jalan Soekarno Hatta-Simpang Jalan T. Ambon. 

6. Bundaran Tugu Adipura. 

7. Jalan Wolter Monginsidi (TL Gubernur). 

8. Jalan Malahayati (Simpang Bank BCA). 

9. Jalan Sudirman (Flyover Pahoman). 

10. Jalan Raden Imbah Kusuma (Tugu Durian). 

Melihat hal-hal diatas tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement) 

merupakan sebuah hal yang baru dan menarik untuk dikaji. Hasil kajian tersebut 
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diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Tilang 

Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement) dalam Upaya Mengurangi 

Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Polresta Bandar Lampung) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Bagaimana proses dan prosedur pelaksanaan tilang elektronik atau Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu 

lintas di Bandar Lampung ? 

b. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan tilang elektronik atau 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam upaya mengurangi 

pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, khusus nya acara pidana lalu 

lintas dengan kajian mengenai analisis pelaksanaan tilang elektronik dalam upaya 

mengurangi pelanggaran lalu lintas di daerah Bandar Lampung. Adapun yang 

dimaksud dengan hukum acara pidana lalu lintas itu sendiri adalah kaedah yang 

mengatur tentang cara penegakan hukum terhadap hukum pidana materil 

sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Peraturan Pemerintah Nomor 80 

tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Peraturan 
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Mahamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 

Pelanggaran Lalu Lintas, serta merujuk serta pada Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik. Adapun ruang lingkup lokasi 

penelitian adalah pada kantor Polres Bandar Lampung dan waktu penelitian akan 

dilaksanakan pada tahun 2022. 

 

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui proses dan prosedur pelaksanaan tilang elektronik atau 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam upaya mengurangi 

pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui hal yang menjadi kendala dalam penerapan tilang 

elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam upaya 

mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil 

penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam tiga 

aspek yaitu: 

a. Aspek Akademisi 

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata (S1) pada Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. 
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b. Secara Teoritis 

Kegunaan penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sebuah 

sumbangsih pemikiran dan sekaligus memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum serta masukan kepada para penegak 

hukum tentang pelaksanaan tilang elektronik. 

c. Secara Praktis 

Kegunaan penelitian ini secara praktis, diharapkan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi 

masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi 

para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di 

Indonesia. 

 

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Pada suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana dijelaskan 

oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian haruslah disertai dengan 

pemikiran-pemikiran teoritis. Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk 

menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam 

skripsi ini.
13

 Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi 

dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
14

 Melalui landasan teori maka ditentukan arah penelitian dan pemilihan 

                                                           
13

 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, 

(Bandung:Alfabeta, 2017), hlm,220. 
14

 Soerjono soekanto,Pengantar Penelitian Hukum,UI Press, Jakarta,1986,hlm. 25. 
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konsep yang tepat, guna pembentukan analisis dan hasil penelitian yang 

dilakukan.
15

 

Adapun teori yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitiannya adalah : 

a. Teori Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan 

adalah perbuatan, menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli 

berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan  mempraktekkan suatu 

teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan sebuah tindakan 

yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud 

untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
16

 Penerapan pada prinsipnya 

adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya 

sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan organisasi dapat 

terlaksana. 

 

b. Teori Penegakan Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah 

mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

                                                           
15

 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2011. hlm. 13. 
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hidup.
17

 Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan 

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
18

 Penegakan 

hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik 

sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan 

dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam 

mempertaruhkan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan 

menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal.
19

 

 

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan 

penegakan ide-ide atau konsep-konsep, tentang keadilan, kebenaran, 

kemanfaatan, sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha 

untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Ditinjau dari sudut subjeknya: 

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek 

hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa yang menjalankan aturan 

normative atau melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dengan 

berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dan 

menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, 

penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan 

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan 

hukum berjalan sebagaimana mestinya. 
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2. Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya: 

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai 

keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, 

penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal 

yang tertulis.
20

 

 

Disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh sociological  

jurispundence, politik hukum pidana (Kebijakan hukum pidana) sebagai salah 

satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana 

yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap 

aplikasi, dan tahap eksekusi.
21

 Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto 

oleh badan pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih 

nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa ini dan masa 

yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan 

pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya 

guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif. 

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto 

oleh badan pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih 

nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa ini dan masa 

yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan 
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pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya 

guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif. 

2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum 

pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisisan, 

kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum 

menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana 

yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam 

melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh 

nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga disebut tahap 

kebijaksanaan yudikatif. 

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana 

secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat 

pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah 

dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang 

telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan 

tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan 

pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan 

nilai-nilai keadilan serta daya guna. 

 

c. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus 

benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung 

berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Penegakan 

hukum sebagai suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, 

ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, 
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keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh 

nilai-nilai aktual dalam masyarakat beradab.
22

 Penegakan hukum bukan 

semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor perundang-

undangan (substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan 

fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
23

 Selanjutnya dijabarkan 

setiap faktor tersebut sebagai berikut : 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini 

dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat 

abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah 

ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan 

yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat 

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan 

dengan hukum. 

2) Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam 

rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan 

dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas 
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Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang 

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan 

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. 

4) Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting 

dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin 

memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 

nilainilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, 

semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan 

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam 

menegakannya. 

Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi setiap upaya dalam penegakan hukum, 

karenanya setiap faktor tersebut saling mengikat antara satu dan lainnya menjadi 

suatu kesatuan yang mendukung berfungsinya penegakan hukum dalam 

kehidupan guna menciptakan masyarakat yang beradab dan teratur. 
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2. Konseptual 

Konseptual yaitu adalah kerangka yang menggambarkan  hubungan antara 

konsep–konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan   

dengan  istilah  yang  akan  diteliti  atau diinginkan.
24

 Berdasarkan defenisi 

tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (larangan perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.  

b. Penerapan adalah Proses, cara, perbuatan menerapkan.  

c. Tilang adalah singkatan dari bukti pelanggaran yang artinya denda yang 

dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.  

d. Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah 

sistem bukti pelanggaran (Tilang) pelanggaran lalu lintas menggunakan 

peranti elektronik berupa gadget atau handphone (HP) Android. Dengan 

tilang elektronik, polisi tidak lagi mencatat pelanggaran yang dilakukan 

pengendara menggunakan kertas, tetapi menggunakan smartphone (Gadget) 

Android. Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat 

untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di Bank 

yang telah ditentukan.  

e. Mengurangi adalah menjadikan berkurang, menurunkan.   

f. Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu 

lintas, khususnya jalan raya. Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas 
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termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1992. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara 

keseluruhan diuraikan sebagai berikut: 

I. Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, 

permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika  penulisan. 

II. Tinjau Pustaka 

Pada bab ini berisikan pengertian tentang Sistem Tilang elektronik atau 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang meliputi dari pengertian Tilang 

elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), tata cara 

pelaksanaan Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) 

hingga pada pengertian lalu lintas, pelanggaran lalu lintas. 

III. Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan, 

masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara 

pengumpulan data serta analisis data. 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang penyajian hasil penelitian, pembahasan, dan analisis penerapan 

Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam upaya 

mengurangi pelanggaran lalu lintas. 
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V. Penutup 

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang 

kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan 

skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang 

diteliti. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

Memahami dan mempertimbangkan salah satu pertimbangan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa lalu lintas 

dan angkutan jalan sebagai sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan 

potensi dan peranannya untuk memwujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, 

dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung 

pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk memahami pengertian 

lalu lintas penulis menjabarkan beberapa defenisi ataupun pengertian lalu lintas 

menurut Undang-Undang maupun para ahli. 

Beberapa pengertian dan istilah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut: 

1. Lalu lintas dan angkutan jalan; adalah satu kesatuan sistem yang terdiri 

atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, 

pengguna jalan, serta pengelolaannya. 

2. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. 

3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 
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4. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; adalah serangkaian simpul 

dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 

5. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; adalah ruang lalu lintas, 

terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat 

pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna 

jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. 

6. Kendaraan; adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 

kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 

7. Pengemudi; adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di 

jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. 

8. Pengguna jalan; adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu 

lintas.
25

 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lalu lintas 

didefenisikan sebagai berikut : 

1. (berjalan) bolak-balik ; hilir mudik: banyak kendaraan - dijalan raya 

2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi 

jalan; 

3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.
26

 

Adapun tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : 
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1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, 

tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong 

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 

persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat 

bangsa. 

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. 

3. Terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan 

dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada 

masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum 

dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara 

wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait 

serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu 

lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem 

transportasi nasional yang handal dan terpadu. 

Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu lintas yaitu: Lalu 

Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal 

perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainya (dengan jalan pelayaran, 

angkutan udara, darat, dan sebagainya).
27

 Lalu lintas (Traffic) diartikan sebagai 

pederstrians, riddin, or herded animals, vehicles strescass and other conveyences 

either singly to together while using any highway for porposes of trafe (perjalanan 

kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat 
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angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk 

tujuanya.
28

 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan yakni lalu lintas dan 

angkutan jalan merupakan setiap hal yang memiliki kaitannya dalam 

menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk 

tujuan yang ingin dicapai. Sebagai unsur pelaksana yang bertugas 

menyelenggarakan tugas, Satuan Lalu Lintas yang merupakan bagian pada unsur 

kepolisian memiliki fungsi meliputi kegiatan ketertiban dalam berlalu lintas, 

termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta 

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum 

dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 

 

B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 

Lalu lintas sangat erat kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning 

memberi definisi bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan 

adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 

peraturan perundang-undangan lalu lintas.
29

 Secara umum juga dapat diartikan 

sebagai perbuatan tidak tertib. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Pasal 105 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan : 

1. Berperilaku tertib dan/atau 
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2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan 

kerusakan jalan. 

Secara khusus bahwa pengertian dari pelanggaran adalah overtredingen atau yang 

berarti sebagai suatu perbutan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan 

hukum, atau dengan kata lain yaitu perbuatan melawan hukum. Namun dalam hal 

ini terdapat pandangan lain yaitu pendapat dari Bambang Poernomo, yang 

mengemukakan bahwa: Pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah 

crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati 

larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan 

crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
30

 

Jika melihat dari sudut pandang hukum pidana nasional, KUHP juga sebenarnya 

sudah mengatur mengenai pelanggaran tepatnya pada buku ke III. Sedangkan 

dalam buku II ialah mengenai kejahatan. Pada hukum pidana terdapat dua 

pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, 

yaitu: kualitatif dan kuantitatif. 

Pandangan yang bersifat kualitatif menjelaskan bahwa suatu perbuatan dipandang 

sebagai tindak pidana yaitu setelah adanya undang-undang yang mengatur dan 

menyatakannya sebagai sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat recht 

delicten yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan 

dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu 

peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif 
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bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut 

JM Van Bemmelen dalam bukunya “Handen Leer Boek Van Het Nederlandse 

Strafrecht” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana 

ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatir, tetapi hanya kuantitatif, 

yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari 

pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari 

kejahatan.
31

 

Berbagai definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas 

cukup memberikan gambaran yang jelas mengenai makna dari pelanggaran lalu 

lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang 

mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki 

namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang 

berlaku. 

Berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa 

Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 

menyebutkan bahwa ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga 

bagian yaitu : 

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan 

2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang 

3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat 

Pelanggaran lalu lintas sudah diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 
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316 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan 

Angkutan Jalan, dapat diketahui mengenai pasal-pasal yang telah mengatur 

tentang pelanggaran lalu lintas yakni pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 313. 

Jenis pelanggaran lalu lintas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni sebagai berikut : 

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi dan membahayakan 

pengguna jalan lain; 

2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu lalu lintas, 

marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 

3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di 

terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban 

cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat 

mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan); 

6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomorditetapkan 

Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 

7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin 

Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 
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8. Pengguna jalan ridak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 

282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan 

kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan 

konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 

10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan 

kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 

11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan 

layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka 

jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor 

Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak 

dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 

Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan); 

14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak 

mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 

15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan 

sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan); 
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16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional 

Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu 

orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada 

siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

19. Mengemudikan kendaraan nermotor yang akan belok atau balik arah tanpa 

memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan); 

20. Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke 

samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan);  

21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm 

sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, 

lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir 

atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor 

untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angktan Jalan); 
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25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan 

kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaran selama 

perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan 

kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang 

ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat 

pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang 

menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang 

tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 

31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak 

mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan 

dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 

33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, 

angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan 
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barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi 

penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 

35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). 

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia (LTI), terdapat empat faktor 

penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan 

faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama 

penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran 

berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.
32

  

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan 

kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena 

kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 

31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 

ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal 

yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai 

pelanggaran lalu lintas. 
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C. Pengertian Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement  

(ETLE) 

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan 

Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). 

Sedangkan lebih mendasar diartikan bahwa Tilang adalah denda yang di kenakan 

oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan 

seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu 

lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.
33

 

Berdasar pada Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : 

KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan 

Elektronik mengemukakan bahwa, Aplikasi E-Tilang adalah sebuah program 

berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh 

Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara 

digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.
34

 

Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini adalah 

digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan seluruh 

proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian 

dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikendalikan oleh dua pihak, yang 

pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaaan.  
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Aplikasi tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini 

telah diluncurkan dan mulai digunakan oleh kepolisian tanggal 16 Desember 2016 

lalu. Dengan adanya sistem tilang elektronik ini diharapkan proses penilangan 

yang dulu dianggap rumit, berbelit-belit dan menyita banyak waktu lewat 

persidangan sudah tidak ada lagi. Disamping itu tilang elektronik juga diharapkan 

mengurangi tindak korupsi/pungli oleh aparat penegak hukum yang tidak 

bertanggung jawab kepada pelanggar. 

Disamping beberapa kelebihan dari sistem tilang elektronik atau Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) tersebut diatas, sistem ini juga pastinya pasti 

memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan yang bisa kita gambarkan adalah 

bahwa belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari 

mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik atau Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar 

dan merata kepada masyarakat.  

 

D. Pengertian Upaya Pengurangan Pelanggaran Lalu Lintas 

Upaya pengurangan pelanggaran lalu lintas merupakan upaya yang bertujuan 

untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari 

terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini peran kepolisian sangat penting 

untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam pembinaan lalu lintas 

untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam 
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berlalu lintas yang ujungnya berdampak pada penekanan angka pelanggaran lalu 

lintas.
35

 

Upaya pencegahan kejahatan/pelanggaran terdiri dari 3 bagian pokok yaitu upaya 

pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif.
36

 Berikut masing-

masing uupaya tersebut di jabarkan : 

a. Pre-emptif 

Penanggulangan kejahatan/pelanggaran dalam tahap ini adalah melalui upaya 

awal yang dilakukan oleh pihak polisi untuk mencegah kejahatan/pelanggaran. 

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif 

yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga 

norma-norma tersebut ada dan tumbuh dalam diri seseorang. Kesimpulannya 

adalah bahwa dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 

kesempatan. 

b. Preventif (Pencegahan) 

Preventif merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emtif masih ada tataran 

pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan 

adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa 

pelanggaran. Dengan kata lain, strategi preventif dimaksudkan sebagai usaha 

untuk mengadakan perubahanperubahan yang bersifat positif terhadap 
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kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga 

tercipta stabilitas hukum.
37

 

c. Represif 

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional 

yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya 

represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan 

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 

masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 

melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. 

Membenahi dan mewujudkan pengurangan pelanggaran lalu lintas, Kepolisian 

melalui Direktorat Lalu Lintas telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan 

baik bersifat preventif dan represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang baik. Upaya preventif dan represif 

bertujuan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas 

yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda dan bahkan menghilangkan 

nyawa (menyebabkan kematian). 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Mirnawati, Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa 

Kabupaten Gowa, Jurnal Unismuh, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, hlm. 137 



39 
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik 

hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun 

hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut 

pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisanya.
38

 

Adapun pendekatan masalah yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yang selanjutnya 

akan di jabarkan lebih lengkap dibawah ini. 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai 

kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian  

hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, 

menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan 
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ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa 

pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah penelitian.
39

 

Pendekatan yuridis normatif ini akan dilakukan dengan menelaah hukum dalam 

kenyataan atau berdasarkan fakta yang akan didapat secara obyektif nantinya di 

lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada 

identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara.
40

 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau 

berdasarkan fakta yang didapat di lapangan, baik berupa pendapat, sikat, dan 

perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan 

efektifitas hukum yang bisa didapatkan melalui wawancara dengan akademisi 

terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. 

 

B. Sumber Dan Jenis Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan 

jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.
41

 

Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan 

wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang 

dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa 

dokumendokumen resmi. Data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer : 

1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer yaitu data berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang 

berkaitan dengan pokok bahasan. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literatur, kamus 

hukum, dan sumber lain yang sesuai dengan penelitian ini. 
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C. Penentuan Narasumber 

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh 

dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat 

atas objek yang diteliti.
42

 Dalam penelitian ini sangat dibutuhkan narasumber 

karena narasumber adalah orang yang dapat memberikan infomasi terkait 

permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitan ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar  

Lampung         : 1 Orang 

b) Pengamat Transportasi Perkotaan Masyarakat Transportasi  

Indonesia (MTI) Lampung      : 1 Orang 

c) Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung   : 1 Orang + 

Total          :  3 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka (Library Research) dan 

Studi Lapangan (Field Research), berikut di jabarkan : 

a. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi Kepustakaan, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis 

dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, 

mencatat, mengutip dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 
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b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan, dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung 

di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi 

lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu mengajukan 

tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang telah dipersiapkan. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data diambil dari Pengumpulan data untuk mempermudah analisis 

data yang telah diperoleh. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai 

berikut : 

a) Seleksi Data, data yang telah dikumpulkan lalu diperiksa untuk memastikan 

keperluan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

b) Klasifikasi Data, merupakan penempatan data menurut kelompok-kelompok 

yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

c) Sistematisasi Data, yaitu kegitatan penempatan data yang saling berhubungan 

dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok 

bahasan sehingga mempermudah intrepretasi data. 

 

E. Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca 

dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab 

permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu 
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menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan 

secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan 

saran. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses dan prosedur pelaksanaan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di 

Bandar Lampung dimulai dari proses pertama yaitu proses penangkapan 

pelanggaran. Dalam proses ini penangkapan dilakukan langsung dan secara 

otomatis oleh kamera tilang elektronik yang sudah tersebar di lima titik di 

Bandar Lampung. Proses kedua adalah proses validasi, pada proses ini pihak 

kepolisian dari Satlantas Polresta Bandar Lampung akan langsung mengolah 

dan meneliti data yang dikirimkan kamera tersebut. Kemudian proses yang 

ketiga adalah proses konfirmasi oleh pemilik kendaraan dan setelah 

terkonfimasi akan langsung ke proses terakhir yaitu proses penilangan oleh 

Satlantas Polresta Bandar Lampung. Namun apabila tidak terkonfirmasi maka 

kepolisian akan mencari pemilik kendaraan terkini atau langsung memblokir 

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut. 

 

2. Kendala dalam penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di 

Bandar Lampung adalah dari faktor perundang-undangan (substansi hukum) 
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yakni belum adanya aturan secara khusus dan komplit terkait pelaksanaan 

tilang elektronik, faktor sarana dan fasilitas yakni masih kurangnya jumlah 

titik persebaran kamera tilang serta alat atau sistem yang masih sering 

mengalami gangguan dan kerusakan. Kemudian dari faktor penegak hukum 

yakni aparat penegak hukum yang kurang mumpuni dalam menjalankan dan 

mengelola pelaksanaan tilang elektronik, serta belum dibuatnya tanda-tanda 

penerapan tilang elektronik di titik penerapan. Kendala yang terakhir adalah 

dari faktor masyarakat yakni masyarakat masih banyak dan sering melakukan 

jual/beli kendaraan tanpa melakukan pindah kepemilikan terhadap kendaraan 

yang dijual/dibeli. 

 

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung sebaiknya 

pihak kepolisian tetap berjaga secara manual di titik-titik rawan 

pelanggaran walaupun telah di pasang kamera tilang elektronik (Electronic 

Traffic Law Enforcement) dan kamera pengawas. Hal ini akan berdampak 

pada akan semakin efektifnya penertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan 

(LLAJ) khususnya terkait dengan jenis-jenis pelanggaran yang tidak bisa 

di tangkap atau di deteksi oleh kamera tilang elektronik. 

 

2. Untuk menanggulangi kendala-kendala dalam penerapan penerapan tilang 

elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement) di Bandar Lampung, 

terkait dengan kendala dari faktor sarana dan fasilitas dapat ditanggulangi 

dengan memperbanyakan kamera tilang elektronik, peningkatan kualitas 
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alat dan sistem tilang elektronik. Untuk kendala dari faktor aparat penegak 

hukum dan faktor masyarakat dapat melakukan pematangan dan 

peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan tilang 

elektronik dan pentingnya pengurusan perpindahan kepemilikan kendaraan 

secara administratif dalam setiap aktivitas jual/beli kendaraan hingga 

pembuatan papan pemberitahuan penerapan tilang elektronik (Electronic 

Traffic Law Enforcement) dititik-titik penerapan tilang elektronik di 

Bandar Lampung. 
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